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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem 
pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang disebarkan kepada 
pejabat yang bersentuhan langsung dengan laporan keuangan desa sebanyak 56 pejabat. Hasil penelitian secara 
simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, 
transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SPIP berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  
Kata Kunci - akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas laporan keuangan 
daerah 
 
 

ABSTRACT 
This research was consist with the goal of examining the effect of accountability, transparency and the 
government's internal control system on the quality of regional financial reports. The data collection method used 
a questionnaire and the sample determination technique used purposive sampling which was distributed to 
officials who had direct contact with village financial reports as many as 56 officials. The results of the study 
simultaneously show that accountability, transparency and SPIP affect the quality of regional financial reports. 
Partially accountability has a positive effect on the quality of regional financial reports, transparency has no 
positive effect on the quality of regional financial reports, SPIP has a positive effect on the quality of regional 
financial reports. 
Keywords - accountability, trasnparancy, government's internal control system, quality of regional financial 
reports 
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PENDAHULUAN   
Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, sehingga wujud 

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang harus 
dipenuhi. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi 
atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering 
dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk 
memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang 
harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah 
berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012).  

Akuntansi Sektor publik terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, 
pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik adalah instrument komunikasi 
baik pemerintah sebagai manajemen maupun instrument informasi bagi publik. Bagi pemerintah, 
informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemenmulai dari perencanaan 
stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mardiasmo 
2018). 

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh 
Dadang Suhendar (2017) mengungkapkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan SPIP 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 
(Armando, 2013) mengungkapakan Sistem pengendalian intern pemerintah signifikan berpengaruh 
positif terhadap nilai informasi laporan keuangan dan Penerapan pengawasan keuangan daerah 
signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. 

 
TINJAUAN PUSTAKA  
Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuanya. Laporan 
keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang 
berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat 
di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai 
dengan kebutuhan para pemakai. bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat 
mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. 

Laporan keuangan sektor publik yang ideal adalah yang dapat memenuhi syarat kualitatif 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: 
1. Relevan Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat 

mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 
lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:  

a. Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk 
menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.  
b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk 
memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  
c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh 
dan berguna dalam pengambilan keputusan.  
d. Lengkap Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi 
yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 
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diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 
dicegah. 

2. Andal Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam 
menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya 
terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat 
pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu 
informasi dikatakan andal apabila:  
a. Dapat diuji kebenarannya (verifiable) Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh 

orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil 
akhir yang sama.  

b. Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi 
diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu 

c. Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness) Menggambarkan keadaan secara 
wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa 
yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari 
unsur bias. 

3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya.  

4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna. 

Akuntabilitas 
Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 (Sujarweni, 2015) Menyebutkan tata kelola yang baik 

merupakan salah satu tuntutan publik yang harus dipenuhi, salah satu pilar tata kelola tersebut adalah 
akuntabilitas. Macam-macam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2015), yaitu akuntabilitas vertikal da 
akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan 
sumber dana kepada otoritas yang mempunyai tugas dan wewenang yang lebih tinggi, contohnya 
pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat. 
Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui 
Lembaga perwakilan atau secara langsung. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan 
control terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, 
pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut 
dapat memberikan hasil maupun dampak seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan (Arifani, et al., 
2018) 
Transparansi  

Transparansi adalah memberikan informasi keuanagan yang terbuka dan jujur kepada publik 
berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatatannya pada perundang-undangan. Transparansi adalah 
keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan 
akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh 
suatu organisasi (Shafwatunnisa, 2015). 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran 
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 
data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan 
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kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, 
proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk 
memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan 
keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).   
H1: Variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

secara simultan terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Penelitian Dadang Suhendar, (2017) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil kajian 
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan. Penelitian Armando (2013) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah. Hasial kajian 
SPIP signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan, Penerapan 
pengawasan keuangan daerah signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan 
keuangan 
H2: Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Febri (2019) yang menyatakan bahwa 
akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
H3: Variabel transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2019) menyimpulkan bahwa transparansi 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bermaksud untuk 
menguji kembali hubungan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
H4: Variabel SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

(Febri S et al., 2019) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari 
manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai 
tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan 
keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakehorders.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 
Keterangan: 
   : Pengaruh secara parsial (individu) 
   : Pengaruh secara simultan (bersama-sama) 
 
METODE 

Rancangan penelitian mencangkup pendekatan yang dilakukan dalam penelitian agar 
penelitian bisa dijalankan dengan baik. Sesuai tujuan penelitian yang ingin menguji dan menjelaskan 
hubungan antar variabel, maka jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu 
penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 
(Hermawan, 2009). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang 

Akuntabilitas 

Transparansi 

SPIP 

Kualitas Laporan Keuangan 
Daerah 
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berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pejabat yang ada di BKAD Kabupaten Malang.  

Menurut Nanang (2014:75) Sampel dalam penlitian kuantitatif merupakan sebuah isu yang 
sangat krusial yang dapat menentukan keabsahan hasil dari sebuah penelitian. Penentuan ukuran 
sampel apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. Ukuran sampel dalam penelitian ini sebesar 25% dari total populasi, 
sehingga jumlah sampel sebesar 13 jabatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive judgment sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2018). Jadi pengambilan anggota sampel penelitian ini berdasarkan kriteria atau 
pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan yang memenuhi kriteria dan 
dijadikan sampel penelitian sebesar 56 sampel. 
Definisi operasional dan pengukuran variabel 
Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Variabel merupakan pusat 
perhatian didalam penelitian kuantitatif, secara singkat variabel dapat didefinisikan sebagai konsep 
yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai Nanang (2015:59). Terdapat dua jenis variabel 
yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu variabel independent dan variabel dependen.  
Akuntabilitas 
Akuntablititas adalah konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan 
suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan 
accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung 
jawab. (Mardiasmo, 2018). 
Transparansi 
Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan 
untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan 
dan digunakan oleh suatu organisasi (Shafwatunnisa, 2015). 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan 
yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tecermin dari keteladanan 
laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi 
perundang-undagan (PP No. 60 Tahun 2008).  
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda 
untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel 
yang lain. Variabel dependen dalam penelitian adalah kualitass laporan keuangan daerah (Y) dan 
variabel independennya adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), SPIP (X3). Untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dapat 
digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:  
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  
Keterangan :  
Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah.  
α = Konstanta.  
β1 – β3 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen.  
X1  = Akuntabilitas.  
X2  = Transparansi  
X3  = SPIP 
e     = Kesalahan pengganggu (error term).  
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Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, agar hasil dari 
analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang valid.  
a. Uji Normalitas  

Penggunaan analisis statstik Parametrik harus memenuhi asumsi data berdistribusi normal, 
sehingga prlu dilakukan pengujian Normalitas Data. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 
pengujian normalitas data Univariate yaitu metode Kolmogrov-Smirnov dengan kriteria apabila nilai 
signifikansi lebih besar 0.05 atau 5%, maka data berdistribusi normal (Endi,2018:98) 
b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang sempurna ( sangat kuat) diantara 
variabel bebas yang dianalisis. Model regresi mengasumsikan tidak adanya multikolinieitas atau tidak 
adanya hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel yang satu dengan variabel bebas yang lain. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Variance Infation Factor (VIF) masing-masing variabel 
bebas, dimana jika nilai terdapat VIF > 5 maka terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi 
(Endi, 2018:96). 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berarti varian residual tidak sama untuk seluruh pengamatan, atau 
semakin besarnya residual untuk pengamatan yang semakin banyak. Model regresi linear 
mengasumsikan bahwa varian residual bersifat kontan atau sama untuk berbagai pengamatan atau 
tidak adanya heteroskeditas dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Rank 
Spearmen Correlation dengan cara menghitung korelasi antara nilai residual sebagai variabel terikat 
dengan variabel bebas. Jika masing-masing variabel bebas tidak berkorelasi secara signifikan pada 
α=0,05 dengan nilai residual, maka dalam regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Endi, 2018:97). 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Pengujian 
regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat yaitu kualitas laporan 
keuangan daerah secara signifikan dan simultan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu 
akuntabilitas, transparansi dan SPIP.  
 
PEMBAHASAN  
Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 
Nilai signifikan Kolomogorof Smirnov dengan melihat Asymp Sig, suatu data yang dnyatakan 

berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil penelitian Kolomogorof Smirnov lebih besar 
dari 0,05 atau 5%. Nilai asymp sig sebesar 0,923 melebihi 0,05 (5%). Ini berarti bahwa data variabel 
penganggu memiliki distibusi normal. Artinya model regresi variabel penganggu atau variabel yang 
tidak diteliti memiliki distribusi normal. 

 Uji Multikolinieritas 
Hasil uji asumsi klasik multikolinieritas dengan menggunakan pendekatan VIF (Variance 

Inflation Faktor) menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10 dan nilai 
Tolerance lebih dari 0,1 sehingga data pengamatan tidak terjadi multikolinieritas. 

 Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat varian yang tidak 

sama dalam suatu pengamatan. Metode yang digunakan pada uji ini yaitu Metode Rank Spearman 
Correlation dengan kriteria jika masing-masing variable besar tidak berkorelasi secara signifikan pada 
alpha 0,05 dengan nilai residual maka dalam regresi atau variable bebas memiliki nilai lebih dari 0,05  
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Hasil Analisis Regresi Berganda 
Berdasarkan tabel dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Y = 0,666 + 0,281 X1 – 0,016 X2 + 0,595 X3 

 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .666 .283  2.354 .022 
Akuntabilitas .281 .080 .326 3.503 .001 
Transparansi -.016 .071 -.025 -.229 .820 
SPIP .595 .116 .632 5.144 .000 

a. Dependent Variable: KLKD 
Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2023) 
Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar 0,666 menunjukkan bahwa jika akuntbilitas, transparansi, dan penggunaan 

sistem pengendalian intern pemerintah tetap dan tidak mengalami penambahan atau 
pengurangan, maka nilai konstanta kinerja keuangan pemerintah desa yang dicapai sebesar 0,666. 

2. Koefisien regresi akuntabilitas (X1) sebesar 0,281 menunjukkan bahwa koefisien akuntabilitas 
bernilai positif yang memiliki makna regulasi berpengaruh positif artinya setiap terjadi kenaikan 
akuntabilitas sebesar 1, maka akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah 
sebesar 0,666 dengan asumsi tidak dipengaruhi faktor lainnya. 

3. Koefisien regresi transparansi (X2) sebesar -0,016 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai 
negatif yang menandakan bahwa hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan 
daerah adalah negatif artinya apabila transparansi bertambah sebesar 1, maka kualitas laporan 
keuangan daerah akan menurun sebesar 0,016 dengan asumsi tidak dipengaruhi oleh faktor 
lainnya. 

4. Koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah (X3) sebesar 0,595 menunjukkan bahwa 
koefisien regresi bernilai positif yang memiliki makna sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh positif artinya setiap terjadi kenaikan regulasi sebesar 1, maka akan menyebabkan 
peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,595 dengan asumsi tidak dipengaruhi 
oleh faktor lainnya. 

 
Analisis Hasil Uji Hipotesis 
Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung 2,354 signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Variabel transparansi memiliki t hitung -0,229 dan nilai signifikansi 0,820 > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah ditolak. 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Variabel penggunaan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki t hitung 5,144  dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah dapat diterima. 
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Pengujian hipotesis pertama yang menunjukkan pengaruh secara simultan bahwa regulasi, 
integritas dan penggunaan Siskeudes berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa 
sehingga hipotesis pertama dikatakan diterima. Hal tersebut berdasarkan tabel 4.10 yang menunjukkan 
nilai F hitung sebesar 50,616  dan signifikansi yaitu 0,000 < 0,05, hal tersebut dapat diartikan bahwa 
akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan sistem pengendalian intern pemerintah (X3) secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa (Y). Tabel 4.12 yang menunjukkan nilai dari 
R square adalah 73% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daera dipengaruhi oleh 
akuntabilitas, ransparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 73%. Sisanya sebesar 
27% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. 

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti didukung oleh penelitian sebelumnya 
yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
(Febri: 2019), transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (Herlina (2021), 
sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
(Dadang Suhendar: 2017) 

Pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas  berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. 
Hal tersebut berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.11 yang menunjukkan 
nilai t hitung 3,503 dan  signifikansi 0,001 < 0,05 yang diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien yang positif 
yang menandakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin 
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Febri (2019) yang menyatakan bahwa 
akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  

Pengujian hipotesis ketiga yang meunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut berdasarkan pengolahan data yang 
disajikan dalam tabel 4.11 yang menunjukkan t hitung -0,229 dan nilai signifikansi 0,820 > 0,05 yang 
diartikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil 
analisis juga diperoleh nilai koefisien yang negatif yang menandakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
meningkatnya transparansi maka akan terjadi penurunan terhadap kualitas laporan keuangan 
daearah. 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso 2019) 
menyatakan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini memunculkan konflik dalam teori keagenan, dimana pejabat BKAD 
sebagai agen masih diperlukan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang dalam 
profesinya tentunya akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sulit yang akan menggoyahkan 
perilaku transparan. Sehingga akan memberikan hasil yang berbeda antara situasi dan kondisi yang 
nyata dan teori yang ada. Hal tersebut yang menjadi gagalnya praktek transparansi dalam 
melaksanakan kinerjanya. Pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh pengelola keuangan 
pemerintah daerah dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
disebabkan karena masih terdapat kekurangan dalam kejujuran dalam menaati peraturan, keberanian 
untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan, dan sikap bijaksana dalam 
menyikapi permasalahan. Pelaksanaan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
hendaknya berusaha bekerja dengan sebaiknya, bersikap terbuka dan jujur, dan selalu membangun 
kepercayaan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan 
pemangku kepentingan lainnya. 
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Pengujian hipotesis keempat yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern 
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa 
hipotesis keempat diterima. Hal tersebut berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 
4.11 yang menunjukkan nilai t hitung 5,144 dan  signifikansi 0,000 < 0,05 yang diartikan bahwa sistem 
pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil 
analisis juga diperoleh nilai koefisien yang positif yang menandakan bahwa penggunaan SPIP 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin baik penggunaan SPIP maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan 
daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian oleh Febri (2019) yang menyatakan bahwa SPIP 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  

 
KESIMPULAN  

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya 
diperoleh bahwa akuntabilits, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, 
transparansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang dimiliki oleh pejabat BKAD kabupaten 
malang maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas 
mmerupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atas kegitan yang menjadi 
tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Anggraeni et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa pejabat di BKAD Kabupaten Malang telah mengelola keuangan desa 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan adanya peraturan yang ada dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 

Transparansi merupakan keterbukaan Lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan 
informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Akan 
tetapi dalam kenyataan akan muncul pilihan-pilihan yang dapat menggoyahkan untuk bertindak 
secara transparan. Sehingga terjadi kegagalan bersikap transpaaran dalam menjalankan profesinya. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan daerah yang menunjukkan 
bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BKAD Kabupaten Malang telah memberikan dampak baik 
kepada pejabat yang mengelola keuangan, Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem 
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang 
dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah serta menggunakan variabel-variabel yang 
lain untuk memperbaruhi penelitian serta untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih spesifik. 
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